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ABSTRAK 

Feryawan P. Wauran, 201110115118, Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan 
Putusan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan 
Nomor: 847/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.), x, 89 halaman, 2015.  
Kata Kunci : Rehabilitasi, Pelaku, Narkotika.
Mengingat banyak kasus narkotika yang diputus oleh hakim dengan penjatuhan 
sanksi pidana penjara atau kurungan. Sementara dalam Undang-Undang yang
berlaku sekarang yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa adanya rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial terhadap penyalahguna (atau pecandu) narkotika terdapat dalam 
Pasal 54. Berdasarkan pasal ini rehabilitasi dapat diselenggarakan oleh instasi 
pemerintah atau masyarakat yang di atur dalam peraturan menteri. Rehabilitasi 
dimaksudkan agar penyalahguna yang dikategorikan pecandu bebas dari 
ketergantungannya. Bukannya lepas ataupun bebas dari pemidanaan seperti 
halnya pidana penjara. Permasalahan dalam penulisan skripsi mengenai ketentuan 
hukum mengenai sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, pertimbangan 
hakim dalam putusan perkara Nomor 847/Pid.Sus/2013/ PN.Jkt.Sel tentang 
penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Dalam 
penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif 
(kepustakaan) untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini.
Pembahasan dalam skripsi ini tentang pengaturan sanksi bagi pelaku 
penyalahgunaan narkotika, dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Pasal 54 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
Pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 847/Pid.Sus/2013/ PN.Jkt.Sel 
tentang penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika 
berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 
sebelumnya para terdakwa pernah di rawat / di rehabilitasi di Fountain Foundation 
& Institute maka majelis hakim akan menunjuk Fountain Foundation & Institute 
yang beralamat di Jl. Aria Putra 73 No.9A Kedaung, Ciputat Tangerang Selatan 
sebagai tempat untuk merawat dan/atau mengobati dengan  cara merehabilitasi 
terhadap diri para terdakwa. Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahwa 
terhadap pelaku pemakai/penyalahguna narkotika yang dikategorikan sebagai 
pecandu, aparat penegak hukum dapat menerapkan rehabilitasi berdasarkan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Oleh karena itu, kiranya Majelis hakim juga dapat mempertimbangkan mengenai 
putusan rehabilitasi kepada pelaku penyalahgunaan narkotika apakah pelaku 
sebelumnya pernah menjalani rehabilitasi dan mengetahui secara tepat keberadaan 
tempat rehabilitasi yang akan dijatuhkan dalam amar putusan. 

Pembimbing: 
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